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BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia )

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 1

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah :

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

Pd

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.
Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai
berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan

pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja,
disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai

melampaui beban kerja normal.

Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan
kerja yang memiliki resiko tinggi.

Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus
dan langka.
Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

ain —. . an

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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UL Calon Degawal Negert Sipil ang aelanjutnya dinebut CPNG adalah para
pelamar yang berhaadi dulun ton melek penekanan Calo Pepawal Nagori
Sipil yang diadakan oleh Pemerintah,

Hau
DISMINGRIAN TPP

Bagan Kenatu
Kritarla

Panai 2

(1) Perawat dalan melakaannlan tugu diberikan TPP,

(2D TPU aebagadmana dimakaud pada nyat (O) diberikan berdamanlaan:

"beban kerja:

—» kondiat kerja:

-3 kelangkaan profesi: dan /atuu

-L pertimbangan objek lainnya,
(3) Pemberian TPP webagainana dimaksud puda ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c dan hurufd dihitung berdaaarkan penetapan Basle TPP,

(1) Ketentunn mengenal penetapan baalo TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran | yung merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupat Ini,

Baglan Kedua

TPP Berdasarkan Boban Kerja

Pasal 3

(1) TPP berdasarkan bebun kerja sebugaimana dimuksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawul ASN yang dalam melaksanakan
tugas melampaui beban kerja normal utau batas waktu normal palingrendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan)atau batas waktu normal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam
per bulan).

(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran
basic TPP dan kelas jabatan,

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b diberikan kepada Tim Pelaksana TPP ASN dan PengelolaPengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretarlat Daerah.

(2) Tim Pelaksana TPP ASN dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran
basic TPP dan kelas jabatan.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 5

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan
Tertinggi atau Sekretaris Daerah paling sedikit 10Yo dari Basic TPP sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 6

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah,
b. guru daerah:
Cc. pejabat pengelola barang milik daerah:
d. penerima honorarium berdasarkan ketentuanperaturan perundang-

undangan, dan
e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 7

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan
TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target
pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.

(2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau
akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif triwulan IV tidak dapat
dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.
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Pasal 8

Kriteria Guru Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
4 meliputi,

a. tunjangan profesi guru pegawai daerah,
b. dana tambahan penghasilan guru pegawai daerah, dan

c. tunjangan khusus guru pegawai daerah khusus yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 melalui
Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
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Pasal 9

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kriteria tertentu yang
melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliput :

penanggungjawab pengelola keuangan,
pengadaan barang/jasa
perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 12

TPP TA 2025 yang dianggarkan sesuai rekapan pada Lampiran II hanya
Kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebesar
Rp. 23.580.198.909,00,- sedangkan untuk kriteria pertimbangan objektif
lainnya tidak terlihat besarannya.

BAB IV

SASARAN TPP

Pasal 13

(1) TPP diberikan kepada Pegawai dan CPNS

(2) TPP tidak diberikan kepada pegawai yang:

a. nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada
perangkat daerah,

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan,

c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,

d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau
lembaga lainnya di luar pemerintah daerah,

e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk
menjalani masa persiapan pensiun, dan

f. menjalani tugas belajar.

Pasal 14

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan
pengangkatan sebagai CPNS.

—-— Pan Hm mn maan Ana manah — et.

a.
b.
c.
d.

ie
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(2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l)
dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dengan formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80”6 (delapan puluh
persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya
keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai.

Pasal 15

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka
waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
| pada jabatan yang secara struktural lebih rendah, berhak menerima TPP
1 sebesar 10076 (seratus persen) dari jabatan definitif ditambah 206 (dua

puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
(3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap

sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat menenma
TPP tambahan, ditambah 206 (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan
sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan
yang dirangkapnya.

4 (4) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian
: atau penjabat jabatan lain penerima TPP lebih tinggi, ditambah 2076 (dua
3 puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau
F jabatan yang dirangkapnya.

(5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau
berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau
pelaksana harian atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP
yang tertinggi.

(6) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau
. pelaksana harian atau penjabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat
3 sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.

Pasal 16

Dalam hal terdapat pegawai yang pindah dari luar daerah, TPP diberikan pada
. tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PERHITUNGAN TPP

Pasal 17

(1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung
berdasarkan parameter sebagai berikut:

a. kelas jabatan,
b. indeks kapasitas fiskal daerah,

E c. indeks kemahalan konstruksi: dan
: d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Basic TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan rumus:
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

“(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas
Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal
daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan
pemerintah daerah)"

'

Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
basic TPP per Kelas Jabatan.
Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sesuai “(Alokasi TPP berdasarkan
beban kerja) t (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) # (Alokasi TPP
berdasarkan kelangkaan profesi).

BAB VI

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria
Pasal 18

Penilaian pemberian TPP berdasarkan :

a. produktifitas kerja, dan
b. disiplin kerja.
Penilaian produktifitas ke:ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar 706 (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar 3076 (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktifitas Kerja
Pasal 19

Penilaian berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan :

a. pelaksanaan tugas, dan/atau,
b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai

ASN yang dipimpinannya.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

a. Uraian tugas jabatan:
b. indikator kinerja utama,
c. perjanjian kinerja: dan
d. indikator kinerja individu.

Pegawai ASN wajib membuat laporan produktifitas kerja yang mengacu
pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Laporan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada atasan langsung pada akhir bulan berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

https://v3.camscanner.com/user/download


Pasal 20

Pegawai yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas dinas, pendidikan
dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan, TPP tetap
dibayarkan dan tidak mengalami pengurangan berdasarkan disiplin kerjasesuai hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 21

(1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
Pegawai.

(2) Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja sampai der.gan
pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 22

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan
perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter
dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka

|

tidak diberikan pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari
| yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.
: (2) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, TPP tetap dibayarkan atau tidak

mengalami pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sesuai hari yang
bersangkutan menjalankan cuti.

BAB VII

PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP :
Pasal 23 i

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

1 a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan
5 pengurangan tambahan penghasilan:

1) sebesar 3764 (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja: dan
1

2) paling banyak sebesar 10074 (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan

1

1 tidak masuk kerja.
h b. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan

pengurangan: :
E

$ Keterlambatan Lama Keterlambatan
pe

nsentase
engurangan

TL 1 1 menit s.d. «31 menit 0,596
TL 2 31 menit s.d. «61 1Y6

1 menit

: TL 3 61 menit s.d. «91 1,25Y6
, menit

TL 4 91 menit dan/atau 1,5Y6
tidak mengisi daftar
hadir masuk kerja

el
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Pusal 24

Pengurangan TPP ASN yang beras dari kewajiban pajok dilaksanakan sensualdenyan ketentuan perundang-undangan,

Pama 25
|

Penundaan pembayaran TPP dilaksarmkan apabila :

Uu, pepawal lldak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaanpenyolenggara noyaru:
b. menguasal atau memanfaatkan aset milik/dikuasa | pemerintah daerahsecara tidak aah, dan/atau
€, belum menyelesaikan keruglan nepara stau daerah berdandan rekomendani Badan Pemeriksa Keuangan

Apurut Penyawasan Intern Pemerintah,

arkan hasil sudit
atau Inspektorat danatau

BAR VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(3) Bupnti, Kepala Peranykat Daerah, Kepala Bayian dan Direktur RurnahSakit wajib melakuanskan pembinaan dan Penyawasan terhadappelaksanaan tugas Peyawai dan CPNS di lingkunyan kerjanya.
(2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalammelaksanakan pembinaan dan penyawasan sebagaimana dimaksud padaayul (1) disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undanygan,

Dipindai dengan CamScanner

https://v3.camscanner.com/user/download


BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
TPP diberikan terhitung mulai pada Bulan Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku
Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2024 Nomor 761 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMaluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
padetanggal 2g Maret 2025

UKU TENGAH,4“ -

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Maret 2025

KaA SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAHAr

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 824

Ad

ZUL AWAT AMIR

a

UBAWA
Se
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Il. PENJELASAN UMUM

.
Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
j Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena

itu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diatur
dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah

Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mewujudkan terlaksananya
pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pegawai Aparatur Sipil
Negara vang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
selain gaji sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung
jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan

masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pedoman terhadap
tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, sebagai acuan bagi
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. meningkatkan disiplin Pegawai,

b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai,

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,

d. meningkatkan kinerja pegawai ASN, dan .

|

e. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan untuk meningkatkan
produktifitas dan efektifitas kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas

f pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu di atur Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Terkait dengan pengaturan materi muatan, dalam Peraturan Bupati
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memuat
ruang lingkup yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pemberian TPP,

! Sasaran TPP, Perhitungan TPP, Penilaian Pemberian TPP, Pengurangan dan
Penundaan Pembayaran TPP, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan,
Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini diharapkan agar pegawai dapat
meningkatkan kinerja utamanya yaitu setiap pegawai mempunyai jiwa
disiplin dan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pelayan publik.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

i Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

i Cukup jelas

! Pasal 10
:

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
1 Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

1 Cukup jelas F

Pasal 14 :
Cukup jelas i

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
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Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BASIC TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

No. Kelas Jabatan Besaran Basic TPP

PO PARA IA aa Pat PA KP Ya Dn

1 15 20.888.063,784

j
2 14 15.901.774,980

| 3 13 14.272.012,440

:
4 12 11.411.904,000

5 11 8.822.828,280

:
6 10 7.674.505,440

! 7 9 6.675.963,840

8 8 5.365.734,612

3
9 7 4.730.947,452

3
10 6 4.111.138,416 |

: 11 5 3.428.563,908 .

: 12 4 2.032.032,156 :

! 13 3 1.678.976,376 :
14 2 1.388.686,068 F

: 15 1 1.098.395,760

ATI MALUKU TENGAH (&

N!AWAT AMIR
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR (4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

Dipindai dengan CamScanner

Perscatana TPPBerdasarkan
Besaran TPP Berdasarkan Kriteria Juralah TPP Berdasarkan Kriteria

Besaran TPP Besaran TPP Per
Besaran TPP

Pertimi
Per Bulan Tabua

Kelangkaan Beban Kerja Kondisi Kelangkaan Objektif Lainnya

aa

Kerja Profeal

KA Mung la
APA B.116.3AS 1.044.409 1177 613 13.368.361 8.116.345 1.044.409 4.177.613 13.368.381 160.120.330 Tpp

Ket

1 Sek ana Larrah 1S 10 MAS 003,78 IP

2 Tnspektur ya 15 901 77490 BR

ks

sm 4.452.497 795.089
. 5.247.586 MASLAII 795.089

- 5.247.586 62.971.020 yp

Pn3
' 14 15.001 774,23 AO 4 134.461 795.089 - 4.929.550 4.134.461 795.089

"
4.929.550 59.154.603 TPP

Keperawanan dan
.

4 FPeopembangap 14 15.901 774,98 Po Pi IIMAGI 795.080 - 4.929.550 4131461 795.089
“ 4.929.550 59.154.603 Tm

Perca .

s | bangunan y 15.001 774.08 zere s8 argaa61 | 795009 . 4.929.550 4.134.461 7os.ou9 1 -
4.929.550 so.isa.co3 Yam

6 Pengelola Keuangan ya 15 901.774,98 Xefra . IIA 463 795.089 - 4.929 550 4.134.461 795.089
:

4.929.550 59.154.603 Tap

Assatep
Pem notaban dan

-

7
Kesejahteraan

14 15.901.774.98 2 4.194.461 4.134.461 4.134.461 a.ryya.asi 49.s1asaB
Rakyat
Asater

8 Perkobomaan daa 14 1S. 901.77 4.98
Pembangunan
Krpala Dinas/

9 Padan / Sekretere 1 15 91 774.98
DPRD

2134461 - - 414.461 4.134.461 4.134.461 49.613.538

4.134.461 - - A194.46 196.99 " -
134.461

107.196 107.495.999 1.289.951.9665 .

Po
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Persentaso TPP Berdnsaskan
Besaran TPP Berdasarimm Kriteria Jumlah TPP Berdaswrkan Kriteria

Besaran TPP Besaran TPP Pes

Ranic TPP Besaran TPP Pe Bulan Tahuna KetPertimbangan
Beban | Kondisi | Kelangkaan Beban Kondisi Kelangkaan Beban Kerja Kondisi

langica

jektif Lainnya
Kerja Kerja Profeal Kerja Kerja Profesi Kerja Profesl Po)

KARNA KE HE
Pi

ay aan : TRI
141720124 2brto 3 70.723 1.192 70

1192170
193.586.036

. Tim

11.411.904.00 1806 510 2.054.143 570.598 2624738 2.054.143 570.598 - 2.624.738 31.496.855 tpp
,

Tim

11.411. 00 1806 S6 21054143 370.598 - 2.624.738 2.054.110 570.598
- 2.624.738 31.496.855 TrP

11.411.904,00 (ane 274 2 Osa.ra3 | 28520976 - 4.307.119 2.054.149 2.852976
- 4.907.119 58.885.425 ULP

dan Jasa
Kepala Bagan
SFTUA/ SETWAN,

pe | Sekretana Dumas / 19 11.411.904,00 |a 2 054.143 2.054.143 108.809.564 108.869.564 1.306.434.770

|

Badao / Dokter
«

Maa / Camat
1

Las |
Sera 12 Yi. ar.g04.00 1 pt 1.168.262 . . 2.168.262 2168262

2.168.262 6019141
!

Inspek torai
Na

1g |
Merini Madya d 1 Indri. 001.00 1 Fa 2.168.262 - - 2.168 262 6.504.785

60 785 78.057.423 "

' tape irtorat ri

7 | Doretur RSUD 1»
. - - 1.400.000 1.400.090 1.400.000 16.800.000 1

Ta Itasotu
1 kepalaBidang

Tim
| 18

Peniauan kena 13 MAP) 825,28 17a 5P 1499.881 441 141 - 1.941.022 1.499.881 441.141
: 1 M1.022 23.292.267 TPP

|
Aperatu: Jan

1

Dogg | Mepad Luiang 1 rani 17 510 1.499.831 dana - 1.941.022 |. 499.251 441.141
-

1.941.072 22.292.167 tp |.

H Anggara
'

: Kepala Orlang Tan

2» Pependataraun
1 Ma 1B 3 173 Ph 1.499 881 441 191 - 1941022 1.499.581 MALAM 1941022 73.292 207 TPP

Dendaharowan
, Um Larrub

kai Pucang
Pogp |

Pames can Badan/ 1s Ben 23 1x 1.479 881 . - 1 499.881 217.482717 217.482.717 2.609.792.605

|

Sean / JET
bm-

|

kpn Febactn ai M23 2 23 peran 1.588.109 - - 1 588.109 6352496 6.352.436 76.229.736
Asek khusus

Dewe RD 000
|,

2
| Seru Gan FSLD 1

" "

1.400.000 2.800 2.800.000 33.600.000

| Para
ba- | Perang bagan GO: 1 900.000 9.600.000 3.600.000 43.200.000

, NN pe

|

Pen H0 Denga . 901 Tim| pan au | 10 TIA EA 1 - 1.304 606 383735 - 1.688.391 5.712.664 1504. 6.753.565 @L0A1TTT TPP
f
JS an | '

n

oa |

.
|

c— St bagaan

Pam Liam yan) 19 I57a S05,xa 7 1.304 L6 . - 1 304.566 105.677 940 105.677.940 1.268.125.779
AT eaana |

" "

! Pom ea |

(TA | . JA 1 131i .
1.381 a13 19.399.7A — — 1 DAS

pi mega 1 had

- OM ————— Ll 19.339.754 281077

Kepala Bagian

Kepain Bagian

i

4

1
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Kepals Sub Bagan
| Kepala Seksi /
JFT Penyetaraan /
JrT Muda

LaraAng

Persentase TPP Berdaserkan
Kriteria

1.134.914

Jumlah TPP Berdasarkan Kriteria

52.873.634

KepalaSub Bagan
| Kepala ku /JFT Penyetmraan/
JFT Muda/ Lurah

6.675.963,84 1796 1.134.914 1.134.914 207.347.429 297.347.419 3.568.169.153

KepalaSub Bagian
/ JFT Penyrtaraan
pada Bagan ULP

6.675.963,84 1.134.914 2.596.866 3.671.780 2.269.828 5.073.739 7.343.560 88.172.723 ULP

Kepala Sub Bagun
PF
JFT Penyrtarann

pada Inspektorat
6.675.963,84 1.201.673 1.201.673 2.403.347 2.403.347 28 840.164

kepalaSub Bagian
f Kepata Seksi /
JFT Penyttaraan/
JFT Muda/ Sek
Lurah

912175 912175 51.991.968 31.993.968 623.977.621

Auditor Perma di
laspektorat

965 832 965.832 965.832 965.832 11.589.987

Jabatan Priaksans
(Anal jab n

709 642 236.547 946. 189 709.642 236.547 946.189 11.354.274

Jabaimn Pelaksana
(Poga Pemilihan)

709 642 3.075.116 9.781.758 6.386.779 27.676.043 34.062.822 408.753.860

TPP

ULP

Jabatan Pelaksana
(Pejabat Pengaduan)

2/
38

709.642 2.838.568 3.548.211 1.419.284 5.677.137 7.096.421 85.157.054 ULP

Jabatan Pelaksana
(Analra, Penyusun
dsb)

709.642 709.642 256.890.447 256.890.447 3.082.685-360

Jabatan Prlaksana
(Tan PBM)

4.111.138,42 616.671 1.233.342 1.850.012 1.203.342 2.166.689 3.700.025 44.400.295 ULP

Jabatan Priaksana
(Pengelola,
Prangolah)

616.671 616.671 203.501.352

“0 Jabntan Praksana
(Pengad mmrstasi

3.428.563.91 1x 514.285 514.285 979.027.740

41 Jabatan Pelaksana
1678.9776.38

486.903 186.909 10.224.966

42 Jabatan Pelaksana 1.998.395.76 120 461 326 161.326 16.146.418

43
Seluruh Tenaga
Admarestrani di
RSUD dan
Puskcamas

100.000 26.800.000

203501.352 242.016.219

379.027.740 4.548.332.880

10.224.966 121699594

16.146.418 193.757.012

26.800.000 321.600.000

Jektif Lalonya
mol)

mama hh
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1. 743B20.280 1.743.829.280

MISA S034.36) 54452

Brian Hocorangx 8.402.925.000

120.585.407.00039

8.177.613 1.969.016.576 190.162.404.709110.654.128 1.906.835.087 54.003.876

Kan aa
an ind Mmmdmah ni dataridahaf id

mam bas akad
MENATA » 41

£

4

| a—.koaiuan nasidaaSNONNNNGNNNNNANNANIRIN

Dipindai dengan CamScanner

-

UKU TENGAH

KARNA WAT AMIR
Te

https://v3.camscanner.com/user/download

